HUKUM ADAT

.. FAKULTAS HUKUM

. UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DY DARUSSALAM - BANDA ACEH

SST No. 202TISKIDITIEN PRPASTTI1994




KANUN
Noemor 8

JURNAL ILMU HUKUM rabun NX
April 2010

Dr, Mahdi Sy abdaadic, SH., M Hum
hododuban Hebum Adat Ddarm Shiem Hobum el

-

De. Tagwaddin, SH.,MS
Aspek Lepad Pengeonaan Hutas Ofch Makim "

Dr, Uvas lsmail, S M. M Men,
hoduduban Das Pengakoas Hak Ulay st Dalaes Soaom Hubom Agraris Nk . &

Dr. Mobd. No, S, M Ham.

Restorwnif Justice Dalam Wuumlu-nn Hebkam Adar Gaso e
Darmas an, SH. M. Ham.

Peranan Sarsk Opat Dalam Manyarakat Gaye LD
Nurdin MH. SH. MK

Pedoman Peasclongparaan Peradilan Perdamaian Adat Di Aceh 1N
Abdecrabman, S H., M Hues,

Peavelesaian Songheta Melalui Peadcbatan Adat 1’7

Hyas Yo, SH, M. Hum,
u“wmwmmmmw

Gampong Seatun Penclitian I8 Kabupaten Aceh Besar 137
Sulsirmas Tripa, S H.

Pesgelalasn Perkanan Berbashs Kearifaa Loal DI Acch 17
T. Muttagin Mamur, S Ag, MWL

Kededuhan Fobam Adat La'st Dalam Sistem Hubum Navdenal 1%

KANUIN N 40 Edial Apeil 2010 .
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RESTORATIF JUSTICE DALAM WAWASAN

PEMIDANAAN MENURUT HUKUM ADAT GAYO
(Restroaknf Justice in the Insight of Criminal Pumishment according to
Gaye's Customary Law)

Oleh: Mohd. Din ™

ABSTRACT
Kata Kunci: Restroaktif Justice, Wawasan Pemidanaan, Hukem Adat

Gayo
The advance of theory regarding the parpose of criminad pusishosent
was started from Ravicousm, reributive and stiltsarian which hay oremiation
soward the crime actor, Basically this atm does mov accomodate iregrated

crimingl punishment purposes, sl emerging restrocakufe concept in wiich
involve the crise victim inferrest i the crime parishenas mechanism. For
Indonesia, reseroaktive fustice comcept has been known in the customary kiw

under the peace procoess.

A. PENDAHULUAN
@mmmwammwmm.wam
daerah yang baru ada sejak Indonesia merdeka. Masyarakat Aceh
yang mendiami wilayah Acch sudah ada sejak dabuda Dalam sejarah
penjajahan Belanda, Aceh-lah sasu-satunys dacrah & wilayah susantara yang
sulit dekosasai

" Dr Mobd Din S0, M H adalah Dosen tetap pads Falosltas Hukum Universitas Syiah
Keala, Dusussalass - Banda Aceh
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Sebagai suatu kumpulan Masyarakat, bahkan discbut Kergjaan Aceh,
maka sudah barang tentu Aceh mempunya tatanan hukum uniek mssengatur
kehsdupan di dalam masyvarakat Asuran tersebot adalah hukum adat. Hukum
adat adalah jelmaan nilai-nilai yang hidup &i dalam masyarakat dan karena
masyarakat Aceh merupakan suku bangsa yang mengasut agama Islam, maka
nilal islam ini lah yang terjelma & dalam gerak gerik kehidupan masyarakat
Aceh sehingga mengadi adat dan selanjutnya hukum adat. Bamyak sckali kata-
kata hikmah atau pepatab-petitih atau disebut juga dengan Hadiiv Majah yang
menunjukkan hal terscbut, antara lain " Adar ngon Hukom kage sar ngon sifer”
yang mengandung pengertian badwa Gerak gerik perilaku kescharian
masyarakat Aceh yang kemudian menjads kebiassan dan selanjuinys Adu
tidak terlepas dasi napas hukum Agama (syan'at)

Masyarakat Aceh sangat menjunjung tieggi hukum adat Sejarah
meencaist bahws pads mass &bhulu sultan Aceh pernah mesgeksekusi
sening diungkapkan wmatee amenk meapar fesrarl malee ok phar i
tegas dan tidak ada diskriminasi di dalam pesegakan bl (hukum adat),
bukum tetap ditogakkan walsupun yang terkena adalah  amak sendin
Ungkapan tersebut bermaakna kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya,

Ketorikatan masyarakat Aceh dengan buloam adat mni sangat densakan
sampai dengan sckarang, bahkan tidak serta merta hilang dengan beberapa
undang-undang pemerintahan dacrah yang mencoba menghilsngkan
beberaga lembags adat vang berfaku di Aceh, seperti lembags mukim, tuba
peut, kejurun blang dan haria peukan Lembaga-lembaga adat imé tetap eksis
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di daerah Aceh desgan sebutan lain, sesuai dengan etnis yang ada di Aceh,
scperti di dalam masyarakat Gayo dikenal adanya lembaga Sarakopat,
peagulu uwer, pengulu uten dan Rin-lein

Masyarakat Gayo mengpakan salah satu etnis masyarakat Aceh juga
mempunyai pola tersendint & dalam menata kehidupan kemasyarakatan
Meskipun pads dasarnya milai-olai adat dan kembaga adat yang ada pada
masyarakat Gayo sama dengas efnis Acech pada umumava, kecuali
penyebutan nama yang berbeda, namun ada beberpa hal yang mungkin saja
berbeda sesuai dengan adagium N fus wbf sociares™

Beberaps lembags dan sturan hukum adat ini perly diksji scifing
dengan kesadaran dari Pemerintah tentang kesmpoban bukum yang hidup di
dalam masyarakat dalam memyelesaikan persoalan Wujud dari kesadaran
Pemenmtah akan keamguhan hukum yang hidup dalam masysrakat (Hukum
Adat) untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan ini telah dituangkan
ke dalam amandemen UUD 1945 Pasal |18 B, antara lain menyebutan bahwa
negara mengakui dan menghormati kesastuan-kesstuan masyarakat hukum
adat dan hak-hak tradisicoalnya Kemedian Undang-undang No. 1] tabun
2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mengakui  keberadaan Jembaga
adat yasg dwuangkan di dalam BAB XIII Pasal 98 dan 99 Lembaga-lembaga
dimaksad antara lain adalah Sarskopat, Kejurus Belang dan Pesguby Uten
dalam Masyarakat Gayo

Hukum Adat scbagai hukum asli bangsa Iadomesia mengatur semua
lapanga hukum seperti yasg dikenal sckarang Meskipun sering dikatakan
bahwa di dalam hukum adat perbedsan antara hukum perdata dan bukum
pidans agak samar, samun terdapat  ketennaan-ketentuss  mengens
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pemidasasn dengan filosof yaog sesusi dengan milai masyarakat yang
bersangkutan  Teon lentang  tujun  pemidansan seperti  dikembangkan
nhnq.mmkmmww/mmy.m&kw
i dafam hukum ada Hubmmmmummuwnmwm
nmmaddammmp«m Knidddnmhmpﬂmnsn
KUHP nasional sudah dicoba untuk mengakomudis ressorany jussice di dalam
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dmmmtmmmmm&mm

menjadi warga masyarakat dia hanss mencbusnya dengan pidana *
Andi Hamzah menguraikan bahwa dalam perjalanan sejsrah, tujuan
penjatuhan pidasa dapat dikimpun sebagai berikut
1 Pembalasan (revenge),
2. Penghapusan dosa { exphanion),
3. Memerakan (deterren),
4. Perlindungan terbadap umuen (Profection of Public),
S Memperbaiki s penjahat (retabdiliation of the criminal).’
ahsolute, relative dan pesggabungan * Van Apeldoors juga mengemukakan
tiga golongan teori pidana  (2) Absolwe atau vergeldingstheoricen, ()
Relative stau docltheorieen, () Vereenigings stwa gemengde thooricen.’
Teori mutlak islah tecri yang membenarkan sdanyn pidana banya
membuat kejahatan (guic pecoatvn est), Sedangkan 1000 relative mencan
pembenaran pidana &i luar tindak pidana itu, yaitu dalam tujuan yang harus
dicapss deagan jalan ancaman pidana dan pessberian pidana. Pidasa diberikan
supaya orang jangan berbuat jahat (me peccetwr) Teorl gabungan stsu teorn
mmmwwma—amwrm
pidana diberikan baik “guia peccatum esf” maupun “ne pecceir”™

1 Lidat Abid Dl 598399

' Andi Hamah dan A Sussepelpn, 1984, Padons Mot @ fndvnesia of Mese Lalx Kiw
don & Mase Depon. Glalia Indosesia Jabarts B 1517,

* Jan Remoselink Op O i 397598

* Van Apcidoom, 2004, Pemgonior fiww Mikww Cot Ketigs puldh Pradma Parsmsta
Jakarta 2004, M 331352
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Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan babwa secara tradisional
yaitu' 1) Teori Absolut atsu teoni pembalasan (retriduthveverpeldings
thearicenr), 2) Teori Relatif azau teodl Dguan (fwnliaaraan doeltheoriven)
Adapun cin kedua teorni itu adalah sebagai berikout:

& Pada teon retribution .

| teuan pidana adalsh semata-mata untuk pembalasas,

2 pembalasan adalah tyjuan utama dan & dalamava tidak mesgandung
sarana-sarand  untuk  hgusn lain mésalnya  umuk  kescjabterzan
masyarakat,

3 kesalahan menpakas satu-satnys syarat unsuk adanya pedana,

4 pidana harus disesusikan deagan kesalahan sipelanggar,

5 pidana melihat ke belakang, & mengakan pencelsan vang murmni dan

tgjuannya tidek untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan
kembali s pelanggar

b. Pada teor! snlisarian

1 tjuan pidass adalab pencogaban (prevemtion)

2 peacegahas bukas tupsan akhir tetapi hanya scbagai sarana untuk
mencapal tujuan vang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,

3 hasys pelasggaran-pelanggaran bukum yang dapat dipersalabkan
kepada s pelaku saja (missal karesa sesgaja atau culpa) yang
memenuhi syarat untuk adanya pidana,

4 pidasa harus diterapkan berdasar tujuannya scbagal alat  untuk

smmhmwmmmmm
unsur peacelaan, tetapd baik umsur pencelazn maupun ensure
mmmmwhmmm
kgahatan untuk kepentingan kesejahterasn masyarakas *

Perkembangan teoei tentang pemidansan yvang diawali dari Retribun/
dan Unlitarian seperti disebutkan ¢ s1ss, hanya berorientasi kepada pelaku

Y MalaE &n Barda Nawawi Arkf /998 Teorideort daw Kebpohon Prdave Al
dandung, 199 his 10
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kejabatan, schingga pada tahap selanjutrva hak asasi korban mendapat
perhatian di dalam penegakan bukum pidans. Pesegskan Bukums desgan
memperhatikan hak korban ki mergpakan salsh satu unser di dalam
restoranive pustice modkel.

Secara bebih rinci dapat digambarkan babwa restorative justice mode/
mempanyas beberaps karakteristik yains

b Taik perhatian pada mhn masalah peraanggungjawabas dan
kewnjiban pada masa depan,

¢ Sifst normatif dibangun atas dasar dalog dan megosiasi,

d Restituss sobagai sarana perbaikas pars pihek, rekomsilissi dan restoras
wehaga tujuan utama,

¢ Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-dubusgan hak, dinilai stas dasar
hasil,

{ Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial,

£ Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif,

b Peran korban das pelaku tindsk pidasa diskui, baik dalam masalah
mnwm-umwmwwm
dadorceg untuk bertasgung jawab
Wmapdhdmdmsbmdmm
terhadap perbustan dan untuk membancu memutuskan yang terbaik;

j Tindak pidana dipahami dalam konteks meayeluruh, morsl, sosial dan
ckonomis, dan

k. Stigma dapat didapus melalui tindakan restoratif, ¥

Restorative justice model seningkall dihadapkan pada retribusive
Justice model. Van Ness menyatskan babwa landasan restoranve juctice

theory dapat diringkasian dalam beberapa karakteristik *:

T Muladi, 1995, Kopita Selekta Nakam Pidana, Badan Penertit Universitas Diponegoro,
Semarang, hims 127.529.
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a Crime is primartly conflice between individwals resulting in injaries to
victines, commuoties and the offerders themself: only secondary is i
lawbreaking.

b. The overarching aim of the criminal fustice process should be to reconcile
parties whale repatriveg the injuries caxsed by crimes.

¢ The criminal justice process showld facilitase active participation by
victims, offersders and their communmties. 1t should not be dossinased by
gowerment 1o the exclusion of others

Berdasarkan hal terscbat, waka dapat digambarkan perbandingan

antara Restorative fustice mode] deagan  Retribwtif pustice model seperti table

* Daniel W. Van Ness, Restorolive fnstice and Internotional Muman Rights Restorstive
Justice Intersotisnal Perspeklive, edited by Burt Galaway aad joo Hudson, Kugler
Peblications, Amaterdam, The Netherlaad him. 23

T KANUN No. $0 Edisi Apeil 2010
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Dari table di atas, dapar dijelaskan bahwa dalam restorathve fustice
yang bersifat menychurub dengan melibatkan semua fibak, termasuk kocban
dan masysrakat Sedangkan di dalam retributive fustice orienasi dan hukum
pidana hanya kepada terpidana dan menapikan keberadaan korban

Tujuan pidana yang ideal adalah selain pembalasan kepada si pelaku
kejehatan, juga terdapat tupsan, baik ustuk memperbalic si pelaku maupun
upaya pencegahan kepada masyarakat Menorut Muladi, tujuan pemidanaan
#u harus bersifat imegratif, dan perangkat tujuan pemidasaan yang bersifat
imegratif itw adalah:

(1) Perlindungan enasyarakat,
(2) Meomeishars solidaritas masyarakat,

KANUN No. 50 Edid Apell 2010 T
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(3) Pencegahan (umum dan khusas),
(4) Pengimbalan/pengimbangan *

Tujuan yasg imegrative tersebut 1clah diupayalan dituangkas ke
dalam konsep Rancangas KUHP dan & dalam Konsep Rascasgan KUHP
Nasional edisi 1999.2000 Pasal 50 syat (1) menctapkan empat tujuan
| Wh&kukmuﬁtﬁhdmmmmm

demi pengayomsan masyarakat
2 Memasyarakatkan terpsdana dengan mengadakan pembimaan schingga

menjadi orang yang baik dan bergena,
3 Menyelesaikan koaflik yarg ditimbulian oleh tindak mdana, memulibkan

Pasal $1 ayat (1) Rancangss KUHP tahbun 2004 memyebutkan bahwa
a WM!M‘MMMWMN
pengayomssan masyarakat
b mmnhﬂm terpidana dengan mengadakan pembinaan schingga
menjadi orang yang baik dan berguna,
c. mnydmhnbmﬂim&nubulknolebwmm

dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
d membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2) Pasal 51 menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan
untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia
Tertadap tujuan pidana di dalass RUU KUHP ini, Romli Atmasamita

Y Malad 1992, Lembago Pidavo Seryvorwr. Aloonnd Bandeng. bim ) L
“Sholchedding 2003, Ssww Savke' dafom Myt Mdaso, Mde Dasar Dosble Track Sytstem
dn Implementasmya. Rags Ganafindo Persada, Jakana Mm 127,

% KANUN No, 30 Ediel Apell 2010
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kartianixme yang messang di dalam sejarah bukum pidana tampek masih
dominan dibandiegkan di dalam ketiga pombagian jenis bukum lainnya
(hum perdata tata megara, dan hukue internasional). Namun demikian tim
pesvusun RUU KUHP juga mempertimbangkan pula ideologi wtilicarian baik
dan perspektip kepestingan pelaku, korban dan masyarakat has Selain #u
jugs telah diama pendekatan viktsmologi dengan mengutamakan peissip
resorative justice. Hal ini dapars ditemukan pads ketentuan mesgenal
pemuliban korban kejahatan dan pidasa kerja sosial yang bersifat “noo-
punitive”. Dapat dikatakan bahwa, tim pesyusus berusaha membuat masakan
“gado-gado™ dari semua aliram yang berkembang dan alwan klasik (vertua)
yang bersifat remribadif kepada aliran modern (baru) yang bersifat
restoratve "

1. Pemidanaan di dalam Hukwm Adat
Adagium /& sociates whi fus sepecti disebutkan & atas, menunjukian

tabwa di dalam Hukum Adat jugs dikenal beberapa jenis pidana Apabila

scseocseg melakukan delik adat, maka reaksi negatifnya juga berbeda-beda

Reaksi yang berupa koreksi itu adalah, antars lain

|. peegganti kerugian “imateriel® dalam pelbagai rupa, seperti paksaan
menikahi gadis yang telah dicemarkan,

2. bavaras “uang adat” kepads orang yang terkens, yang berupa benda yang

sakti sebagai pengganti kerugian robani,
3. selamatan untuk membersihkan masyarskat dari segals kotor-an gad,

4 pemstup malu, permintaan maaf,
5. pelbagai rupa hukuman badan, hinggs bukuman maty,

" Romll Anmasassuta, “Perindungan HAM, Kepasten Huloamn das Keadilan Db Dalam RUU
KUHP", corarmah Sirish pads Lasnching Sady don Wed "Masa Dipan Reforman KUHP
Dalam Masa Teaases™ Hotel Sultan, Jadorta 23 Agmats 2007
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6. pengasingan dari masyarakat serts metetakkan orang di hear tata hukum™

Peorpinil yang meneliti sasyarakat Kapauku di Irian Jaya, pernah
menyusan suaty daftar hokuman sebagai berikut

"Corporal sancrions.

@ ... Execwtion. Capisal pumishment Is administered etther by a close relative
of the cuiprit's uib, swch as a brother, som, father, or pasernal parallel.
cousin, or by the platmtiff or his close relaive. A damboo-tipped arrow is
wrwally the instrument wsed for the execwsion Reasora for execution.
Mourder, sorcery, violation of taboo, iscest. wr-generowiess. . ., and
fmstgation of war.

b. Beanng with a sck. Stcks of various lengths and thickness are utilized
Maost blows are apllied on the head and showlders. Reasors for beating.
Beating is used for all possible delicts, ravging from murder 10 treason or
a refusal to pay a debs.

¢. Slapping. The Kapawky siap a person over the ears with the paiins of both
hands simsltameowsly. Slapying is wsed mostly om chuldren and wives for
wvinor delices.

d Banishewers. Banishmers is always voluntary. It is an alter-native @
swbeitring omeself 10 purishment.

Ecomomic sanctions
a. Blood Money. For killing o man, dold money Is paid as compensation i

order 1o avoid @ war or capind punish-ment. The customary payment
amonnty Jo J20km Blood momey was wsed in cases or mwrder and

b Indemnity. By offertng an adequate indemmity, the de-fendant can avoid
application of most of the other ypes of sanctions. Incest, most probably,
would be the only exception from this generalization. The amosmt of in-
demnity varies according 10 the damage done 10 the other party. It seldom
varies with the ssarus of the plantff. A rich defendant, however, may e
charged a higher in-demnity than an objective estimate of the dmage
would suggest

¥ Socijono Sockarmo dan Soloman I Tancko 1983, Huwhwm Lde Indonesia. CV. Ragawall
Jakara, Bl 315306
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Sertratt Aston Deleet Wae 25an Pervienadn Merund rsuw Al Gryro

¢ demWMWnlanmmanm
in which monesary stipwlations made so one contractee have not been paid
and where the ver-dict asks for suck a papyment

a Reasorss for the disptes. The abow disputes siarted becaxse of the failure
1o pay rer, $o pay a debr, 10 pay for goods. wages, or @ bride price.

d Restitution. Here belong all the sanctions that periain fo the restiution of a
commodity or money aquired by the defendant in a contract or through a
delict. Reasons for the disputes. Nomagreemens abowr boundaries or a
disagreement about the renurn of a paymsent or commodity.

¢. Destruction of property. This saiction (s wsed only after the refusal of the
defendant 10 pay what he owes or in case when e has escaped corporal
pumishment. It is ~usnally the plaintiffwho destroys the property. Reasoms
Jor the disputes: adultery, Safl, insubordinanon

£ Confiscation of all property. This ppe of pwishment is used in cases of
treason when a man ailies Wmself with the ememy and participates in a
war against his own village. The Kapawks assume a fictional death for
such a person, and his property is inherited according to the rules govern-
img thase who die insestase.

g Asking the retwrn of loans. To ask a defendant for the remrn of @ loan
serves @ very effecave punishment in cass ofinsubordination fo the
awithorily.

h Ordening the cessation of affending behavior. This sanc-tions is wsed
mmmmmmmgmm»w
dispute. Swch inferference Is al-ways of the kind whick has ot yet cawsed
damage, as for example, $o dispute someone’s right or 1o make a clam
which wowld preclude a right of another person.

Psyckological samctions.

@ Repeimand This is the favorite sanction of the Kapawky. It consists of
intermiztent public scolding. shouting of re-proaches, and the dancing of
the mad In front of the squatting defercdant The Kapaukw consider this
panish-ment the most effective of all. |

b Warming, Incividuals who commit @ minor crime but who otherwise have
mmmmmmw»mwdm@m
warming iy informal and It is given 1o Ohe deferskans bn privase,

¢ Divorce. Divorce is wied as @ sanction apainst a spoxse who has violaved
his o her marisal duties.

4 Passive resistance. The followers of an wyust or twworal authortty can

KANUN No. 50 Edis Apeil 2010 »
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punish kisw by igmoving hus wishes and by refusing fo support the awihorisy
in his personal probless.

Supernatural sancrions

a Punishosent for the wolanon of @ 1xboo. The wolaoon of a general taboo is
believed 10 be pumished aomatically . . . Violatons of taboos tmposed
upon individuals by the shamans are Delieved to be punished by the liwe
spiries. Disease or death are the wswal effects of such violations.

b Sorcery. Killing by the usm of Nack magic iy a rare siwa-tion. . . Owly In
cases where all other means of pemisliment b-ecame tmprocoical did the
authority resors (o sorcery.

An action of the plaintiff by which ke regains his property or panishes the
offender withowt authorizaton by the legal awthority ix called selfredress
Such an action, if Later approved by the asshority, becomes legal. "

Dari kutipan tersebut, dalam masyarakat Kapeuks terdapat beberapa
jemis pidana, yaitu:

a Pidana badan, yang terdiri dari pidana mati, pesskulan dongan torgiat,
tamparan, menampar dengan dus tangan secars serempak ke amah telinga,
dan pembuangan

b. sanksi Ekonomi, terdirl dari wasg pesgganti semacam diyat untuk
menghindari perselisihan lebih lanjut karena terjadi pembunuban, Ganti
Penghancuran harta benda, Pemyitaan, Mesgembalikan pinjaman dan
Uang untuk menghentikan penyerangan

¢ sanksi psikologis terdint dan teguran keras seperti caci maki, peringatan,
menceraikan, pembiaran

9 Socrrno Sockaoto, 1988,  Hfktvitau Mtuw dov Peramar Sonbat Remgs Kana
Basdusg 1985, hin £3.36
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d sanksi yang bersipst gaib terdiri dari bukuman otomatis karema telah

melanggar hal yang tabu dam bukuman dengan menggunakan sihir

¢. kesadaran dini sondini wnstuk mengganti kerugian

Pada uswmnya setiap wilayah bukum adst mempunysi jenis pidana
yang sama, yang berbeda adalah temtang cara pelaksansannys Umpamanys
dalam pelaksansan  pidana mati, ada yang dilakulan dengan menusuk
dengan keris, ditombak, dibakar, dpenggal kepalanya dan dibesamkan ke
dalam air”™

Di Aceh, scorang isteri yasg berzinah dibwskum dengan pidana mat
Ketika Sultan berkuasa, ¢ Aceh dapat dijaschican lima macam padana yang
utama.
dipotong (pencuri)
nuh desgan lembing.
di pohon,
daging dari badaa terpidana (sajab),
kepala terpidana dengan lensung

Di Gayo pidana penjara meagantikan pidans mati. Apabila seseorang
sengaja membakar desa, maka semua lasgit dadobot (semua miliknys
termasuk iseri dan anak-anakmya) dibalas supaya jangan lagi melakukan hal
ity Pencuri, penculik-penculik, pembunub dan pesghianat dimans mereka
ditemukan, sekalipun dia sedang pesta dapat saja ditembak mati Dt sana juga
dahulu dikenal pembalasan terbadep pembunah '

i

i

i

Ghade Indonetia, Jabarts M 47. 48
* Asd Hamesh 1986, Soew Pidons don Pemidonson Indowesia dord retnibax e
reformant, PT. Pradays Parsesia, Sk Bim 14
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Pustorat? Assoe Dalam Wawesss Peridsnalt Meunt Hubom Ade Gayo
Awnmpamd&dumwkpismwnm
pelaksanazsayn sangat beagis. sk selamanya benar Di dalam masyarakat
mmnmammwwmum
keadidan Merurut Romli Atmasasmita “Keadilan dalam komteks kultur dan
WWWMMWu‘ (Peace)
mdmjuhlmm&wh-ﬁmmumhmdm
kebisssan dan bukum adst yasg hidup sejak lama & dalam kehidupan
Ww.mmmmwmmm
MM&:MWM&M&MW
wmmmmmmmumm
mmmmwawm.mh-m
keadilan iy sdalah ketidakadilan tertings: Perdamaiss sebagai tajuan bukum
(wmw)mmmmwmm
Mwmwwwpm)m
jusn untuk mencapai  keadilan  sematamata, apalagi  jika  selalu
Wmmmwm'.“
mmmmanyo.ummmuwm
cmpan, yaita a) Maas, B) ryjok, ¢) died. o d) bela. Maas sdalah bentuk
mmmmm-ivnmmydsmm
mmmmm Ini jugs merupakan sasksi, kareoa
ﬁwy&mimwamWhp-mdlmww
mmmmwlhﬂdimwmﬂh
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Rustorst! Justics Dalae Wae 3587 Pemidansst Meawns Huoe Adet Gaye
bersalab/melanggar, aps lagh permohonan maaf itu dilakukan & depan
perangkat adat. Thdak diketauhi secara persis apa makna miasss, samun yang
lobih dekat adalah dengan ucapan “mangas™ yasg dalam bahasa gayo berarti
“Makan sirih” Dalam kaitan iné penyelesaian perselisihan tersebut cukup
dilakukan dengan duduk-duduk sambil makan sirih Rwok dalam pengertian
sederhana bermakna rujuk atso kembali, sanksi seperti ini Jebéh bermt
didandingkan maas, sebab dalam sanksi ini tidak cukup hanya sekedar dadak-
doduk sambil makas sirih, malsinkan ditambah dengan kehanssan
dani istilah hukum Islam yaite diyat Belr dapat dkatakan qishas dalam
hukum Islam **

Dalam sejarah Masyarakat Acch pernab diterapkan diat Disebutkan
bahwa Qadhi Malikul Adil Kesultaman Sultan Ala'uddin Ri‘aystsyah Al--
Quhbar (1537-1571) pernah mengenakan hukuman diat kepada raja Kerajaan
Lisge (Aceh Tengah sckarang), Reje Linge XIV, berupa 100 ekor kerbau.
Diat ini dibayarkan kepads adik tiri sena ibu tirinya Reje terbukti secan
scogajs membunsh adik tireya. Dalam proses peradilan ini terbbat seorang
ulama perempuan sebagai hakim yaits Datu Bers”

Musyawarah ds dalam penyelesaian perkara dengan melbatkan semua
restorative fustice. Hukum Adat menghendaki peayelesaian yang memyeluruh
terhadap terjadinys scatu tindak pidana Di dalam hukum sdst, persoalan
" Mod Din Sk 2008, “Pembxrdayzan Lesbapge Semk Opat Dulam Pemyeloaian
Senghota” bl Pesclition, Kegoams Yavasm Peterdnaan Dan Pengeosbengan
Magyania AbMadasi Dengan Dadon Redabelted Dan Rekoostruks (Bar) Nad-Nims
Regional 3. Banda Accd. Bim )7-5%,

"Lt ARYas' Abubukar 2008, Syariar fskom @ Provies Nowggroe Aceh Darsssolom

Paradgma. Kebsskion dev Kegiaton, Dinvs Sysei ‘s Provins NAD. Banda Acch
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belum diangap selesai kalau banys memberikan hukuman kepads si pelsku
dengan mengabaikas korbun bahkan lingkungan, karesa itu di dalam hukum
adst  peran koeban dan pelaku tindak pidass diskui, baik dalam masalah
maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban Masyarakat merupakan
fasilitator das titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungiawadan
dan kewajiban bukan ditujukan pada masa lalu, karena terjadioya tindak
podana, malsinkan pada exasa depan, yaitu untuk terciptanya perdamaian.

C. PENUTUP

Pemikiran temtang pidans yang dijatubkas, pada awalsya, melihat
kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, schisgza kesan yang
diimbalkan adalah bagaimana membalss perbustan yang dilakukan yang
dikesal dengas kantianisme dan retribesif, kemudian berkembang kepada
meagandung kemanfastanTegunaan danipada sekodar pembalasan Semuss ind
beronentasi kepada pelaku kejshatan dan tidak melibat kepada kepentingan
pelaiu kejahatan

Pemikaran selanjutnya adalah bahwa & dalam pemidansan #u harus
dilihat kepetingas kochan yang terkena dampak langsung dari perbuatan
polaku kejabatan dan penyelessisamya mehibatkan semua pibak. Hal ini
merpakan ciri dan resovanf justice.  Tujuan pemidasasn yang bukan hanya
melihat kepada kepentingan pelaku, malainkas mengehendaki penyelesaian
menyelurub disebut sebagai tupaan integratif dan diopayskan dimasukkan ke
dalam KUHP nasonal yang akan datang.
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Hukum Adat Gayo, demikian juga Hukum Adat pada umunyz, telah
mengesal restoratif justice di dalam pemidasasn Kossep perdamsian d&i
dalam penyelesaian perkara pidasa menghendaki penyelesatan memyeluruh
bukan banya melibat kepada kepentingan pelaku kejabatan, malainkan juga
korban serta kepentingan masyarakat secars umum
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